
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.857, 2017 KEMENKES. PPI. Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI  

DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan profesional khususnya 

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas 

pelayanan kesehatan diperlukan penanganan secara 

komprehensif melalui suatu pedoman; 

b.  bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 

/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit 

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, dan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya, perlu dilakukan perubahan sesuai 

dengan perkembangan mengenai pencegahan dan 

pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

www.peraturan.go.id



2017, No.857 -2- 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431);  

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);  

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5612); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333); 

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  

1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan 

Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 464); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); 
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10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 232); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di 

Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 334); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik 

Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 598); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI FASILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya 

disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan 
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meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, 

pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

2. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care 

Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs 

adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama 

perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada 

infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi 

dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, 

juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit 

dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan 

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan PPI 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, 

puskesmas, klinik,  dan praktik mandiri tenaga kesehatan. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus 

melaksanakan PPI. 

(2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penerapan: 

a. prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan 

transmisi; 

b. penggunaan antimikroba secara bijak; dan 

c. bundles. 
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(3) Bundles sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

merupakan sekumpulan praktik berbasis bukti sahih 

yang menghasilkan perbaikan keluaran poses pelayanan 

kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten. 

(4) Penerapan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap infeksi terkait pelayanan HAIs  dan 

infeksi yang bersumber dari masyarakat. 

(5) Dalam pelaksanaan PPI sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan:  

a. surveilans; dan 

b. pendidikan dan pelatihan PPI. 

 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPI di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui 

pembentukan Komite atau Tim PPI. 

(2) Komite atau Tim PPI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan organisasi nonstruktural pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang mempunyai fungsi utama 

menjalankan PPI serta menyusun kebijakan pencegahan 

dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi 

yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, 

HIV (Human Immunodeficiency Virus), dan infeksi 

menular lainnya. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan pembentukan komite atau 

tim PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaan PPI pada praktik mandiri tenaga kesehatan 

dilakukan dibawah koordinasi dinas kesehatan 

kabupaten/kota. 
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